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ABSTRAK

Hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Perkawinan dan juga KHI dengan menganut model pengasuhan tunggal atau sole
custody. Namun dalam praktiknya sistem pengasuhan ini tidak sepenuhnya
memenuhi rasa keadilan, terutama terkait kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini
mendorong para hakim melakukan langkah progresif dengan menetapkan hak asuh
bersama, meskipun hal tersebut tidak secara jelas diatur dalam ketentuan aturan
yang ada saat ini. Dalam beberapa putusan hak asuh anak dengan tahun dan lokasi
Pengadilan Agama yang berbeda, majelis hakim menetapkan konsep pengasuhan
anak dengan sistem joint custody yang didasarkan pada berbagai pertimbangan
untuk melakukan terobosan hukum. Berdasarkan argumen hukum tersebut,
penelitian ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim, serta
bentuk progresivitasnya dan analisis dari perspektif maslahah mursalah terhadap
pertimbangan hak asuh anak dengan sistem joint custody.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian bersifat
deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kasus sebagai pendekatan
utama yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Sumber
data primer yang digunakan berupa putusan pengadilan Nomor
334/Pdt.G/2019/PA.Gdt., Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.BIk, Nomor
1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, dan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA. Jt, dan peraturan
perundang-undangan. Sumber data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang
berkaitan dengan hak asuh anak maupun teori terkait. Metode pengumpulan data
dengan dokumentasi dan analisis data menggunakan teknik analisis konten (content
analysis) dengan cara berfikir deduktif. Penelitian ini menggunakan beberapa teori
yang tersusun dalam sebuah kerangka teori berupa teori hukum progresif dan teori
maslahah mursalah.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam putusan joint
custody merupakan sebuah manifestasi progresivitas hukum; Hakim menghormati
ketentuan dalam hukum positif yang mengatur sole custody, namun majelis hakim
berusaha untuk menggali pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Oleh
karenaitu, majelis hakim melakukan terobosan hukum dengan memutuskan konsep
pengasuhan joint physical custody sehingga masing-masing orang tua mendapatkan
bagian waktu untuk'mengasuh anak. Bentuk progresivitas yang diupayakan hakim
melalui putusan joint custody adalah dengan melakukan terobosan hukum dengan
menimbang pada potensi konflik orang tua pasca perceraian dan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak. Dalam perspektif maslahah mursalah, pengasuhan
sole custody lebih berpotensi menimbulkan keburukan (gabih), sedangkan joint
custody dinilai dapat memperbaiki sistem sole custody sehingga lebih menimbulkan
kebaikan (hasan). Pertimbangan ini merupakan suatu bentuk progresivitas hukum,
dengan mempertimbangkan pada hasil eksperimen atau praktik joint custody yang
berhasil dilakukan di negara Amerika Serikat dan Belanda.

Kata Kunci: Joint Custody, Hak Asuh Anak, Pertimbangan Hukum, Progresivitas
Hukum, Maslahah Mursalah.



ABSTRACT

Child custody after divorce in Indonesia is regulated in the Marriage Law
and KHI, adopting a sole custody model. However, in practice, this custody system
does not fully satisfy the sense of justice, particularly in relation to the child's best
interests. This has prompted judges to take progressive steps by establishing joint
custody, even though this is not clearly regulated in the existing provisions. In
several child custody decisions spanning different years and locations, the
Religious Court's panel of judges established the concept of child custody through
a joint custody system, based om various considerations, to achieve a legal
breakthrough. Based on these legal arguments, this study was conducted by
analyzing the judges' legal considerations, as well as their progressiveness and
analysis from the perspective of maslahah mursalah regarding the consideration of
child custody with a joint custody system.

This type of research is literature research. The research is descriptive and
analytical in nature, employing a case study approach as its primary method,
supplemented by a normative and conceptual legal framework. The primary data
sources used are court decisions Number 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt., Number
646/Pdt.G/2020/PA.Blk, = Number  1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, and  Number
1633/Pdt.G/2025/PA. Jt, and laws and regulations. Secondary data sources were
books and journal articles related to child custody and related theories. Data
collection techniques with documentation and data analysis methods using content
analysis with deductive thinking. This study used several theories organized into a
theoretical framework in the form_of progressive legal theory and maslahah
mursalah theory.

The results of the study show that the judges' considerations in the joint
custody decision are a manifestation of legal progressiveness. The judges respected
the provisions in positive law governing sole custody, but the panel of judges sought
to explore the values of humanity and substantive justice. Therefore, the panel of
judges made_aylegal breakthrough by deciding on:the concept of joint physical
custody so that each parent would get a share of time to care for the child. The form
of progressiveness.sought by judges through joint custody decisions is to make legal
breakthroughs by considering the potential for' conflict between parents after
divorce and the principle of the best.interests of the:child. From the perspective of
maslahah mursalah, sole custody is more likely to cause harm (gabih), while joint
custody is considered to improve the sole custody system so that it causes more good
(hasan). This consideration is a form of legal progressiveness, taking into account
the results of experiments or practices of joint custody that have been successfully
carried out in the United States and the Netherlands.

Keywords: Joint Custody, Child Custody, Legal Considerations, Legal
Progressivity, Maslahah Mursalah
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Sin S Es
g
N Syi S Esd
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. Hamzah ' Apostrof
< Ya Y Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap
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a. Bila dimatikan ditulis dengan h

4 Ditulis Walidah
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengasuhan anak menjadi suatu bentuk kewajiban yang melekat pada
kedua orang tua pasca anak dilahirkan. Pengasuhan anak berarti ayah dan ibu
berkewajiban kepada anak untuk mengasuhnya, mendidiknya, memeliharanya,
membinanya, melindunginya, dan menumbuhkembangkannya sebagaimana
fitrahnya.! Pengasuhan anak berlangsung ketika anak tersebut lahir hingga
saatnya anak tersebut sudah cukup dewasa untuk hidup mandiri atau menikah.?
Waktu berlakunya pengasuhan ini bersifat mutlak, walaupun terdapat suatu
peristiwa yang memisahkan antara kedua orang tua, kewajiban pengasuhan
terhadap anak tetap berlaku.?

Pengasuhan anak akan terus menjadi kewajiban bagi ayah dan ibu
walaupun keduanya bercerai. Pada kondisi terjadinya perceraian, kewajiban ini
sering kali berujung pada sengketa. Hal ini karena ketika terjadi perceraian,
mereka tidak dapattinggal dalam/satu tempat tinggal yang sama. Akibatnya,
anak akan dihadapkan dengan pilihan untuk ikuttinggal bersama dengan ayah
atau ibunya. Bagi anak yang belum dapat memutuskan sendiri terkait hal ini,
orang tua berhak untuk menentukan bagaimana konsep pengasuhan yang akan

dilakukan. Namun, apabila kedua orang tua tidak mencapai kesepakatan dan

! Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (11).

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (1).

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat (2).



berujung pada konflik, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat
memutuskan siapa yang berhak mendapatkan hak terhadap anaknya.

Sengketa mengenai hak asuh anak menjadi salah satu sengketa yang
banyak terjadi karena tidak dapat lepas dari hubungan sebab akibat dengan
perceraian. Pada tahun 2022 tercatat perkara yang masuk ke pengadilan
sejumlah 206.418 perkara.* Pada tahun berikutnya, yakni tahun 2023, tercatat
sebanyak 184.259 perkara.® Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya, namun
masih berada dalam batas 150.000 perkara setiap tahunnya. Pada tahun
berikutnya, yakni tahun 2024, perkara hak asuh anak yang ditangani oleh hakim
juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 178.722 perkara.®
Data perkara dalam tiga tahun terakhir ini, menunjukkan bahwa tingkat perkara
hak asuh anak yang diselesaikan oleh hakim sangat tinggi. Hal ini juga
menunjukkan bahwa hak asuh anak setelah ayah dan ibu bercerai, seringkali
menjadi konflik yang tidak dapat didamaikan dengan kesepakatan bersama
hingga pengadilan-harus memutuskannya.

Penyelesaian sengketa hak asuh anak oleh hakim, secara umum juga

menerapkan (sistem” perdamaian. Maknanya, ‘pengadilan akan berusaha

4 “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,”
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hak%?20asuh%?20anak&jenis_doc=putusan
&t _put=2022, akses 22 Oktober 2025.

5 “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,”
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hak%?20asuh%20anak&jenis_doc=putusan
&t _put=2023, akses 22 Oktober 2025.

6 “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,”
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=hak%?20asuh%20anak&jenis_doc=putusan
&t _put=2024, akses 22 Oktober 2025.



mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama terkait
dengan hak asuh anak. Namun, upaya ini tidak selalu berhasil dan perkara
dilanjutkan pada proses pemeriksaan hingga putusan hakim. Hakim akan
menimbang diantara kedua orang tua, pihak mana yang lebih berhak untuk
mendapatkan hak asuh anak. Masing-masing orang tua dalam posisi harus
menunjukkan bahwa dirinya lah yang lebih berhak mendapatan hak asuh anak.”
Apabila terdapat ayah atau ibu yang gugur hak asuhnya karena tidak dapat
memenuhi kewajiban kepada anaknya, kedudukannya ini dapat diberikan
kepada ayah atau ibu yang dapat memenuhi kewajiban kepada anaknya.

Pada praktiknya, putusan hak asuh anak melimpahkan hak dan
kewajiban pengasuhan ini kepada salah satu pihak, baik kepada ayahnya atau
kepada ibunya. Hal ini dapat dipahami, karena pada dasarnya hukum positif di
Indonesia cenderung mengatur pengasuhan anak setelah perceraian ayah dan
ibu menggunakan pengasuhan secara tunggal atau disebut dengan sistem sole
custody. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 41 Huruf (a) Undang-Undang
Nomor 1+ Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni ayah atau ibu masih wajib
untuk melaksanakan pengasuhan terhadap anaknya sebagaimana sebelum
terjadinya perceraian. Pasal’ ini‘sebenarnya hanya memberikan dasar hukum
terkait kewajiban pengasuhan terhadap ayah atau ibu yang akan terus berjalan
walaupun hubungan perkawinan diantara keduanya telah putus. Pasal ini hanya

mengatur perihal kewajiban mengasuh anak yang tetap berjalan dalam keadaan

61.

7 Miftahol Ulum dkk., Hukum Keluarga Islam (Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2025), hlm.



sudah bercerai, namun tidak menyebutkan ayah atau ibu yang paling berhak atas
anaknya. Namun jika dilakukan analisis lebih dalam lagi terhadap pasal ini,
bahwa penerapan kata “atau” dalam kalimat “ayah atau ibu masih wajib
memelihara dan mendidik anak-anaknya” adalah sebagai alternatif atau pilihan
jika terjadi perceraian.® Maknanya, bahwa setelah perceraian, hak asuh ada pada
satu pihak yakni ayah kandung atau ibu kandung dari anak tersebut.

Pada Kompilasi Hukum Islam, diatur lebih spesifik mengenai hak asuh
anak. Pasal 105 KHI mengatur bahwa pelaksanaan pengasuhan anak bagi anak
yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya,
sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz atau telah berumur 12 tahun,
dibebaskan apakah ia akan memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya.
Aturan ini secara gamblang menyebutkan bahwa hak asuh pada anak yang
masih kecil yakni di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Hak asuh bagi anak
yang sudah besar yakni berumur 12 tahun atau lebih, maka ia dapat menentukan
sendiri kehendaknya untuk ikut ayah atau ibunya. Pasal ini selaras dengan pasal
dalam Undang-Undang Nomor ' | Tahun, 1974 tentang Perkawinan, bahwa
setelah perceraian, hak asuh ada pada salah satu pihak saja.atau bisa disebut
dengan pengasuhan sistem sole custody.

Dalam hukum Islam, perihal pengasuhan anak dijelaskan dalam salah

satu hadis Nabi yang yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud:

8 Meliani dan Indra Budi Jaya, “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah
Umur : Analisis Norma Hukum,” Fastabiq: Jurnal Studi Islam 3, no. 1 (2022): 61.
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Hadis tersebut pada hakikatnya menerangkan bahwa setelah setelah
suami dan istri bercerai, maka hak asuh anak diberikan kepada ibu selama ibu
belum menikah lagi. Dalam pendapat jumhur ulama terkait hak asuh anak pasca
perceraian, dijelaskan pula bahwa pengasuhan bagi anak yang belum mumayyiz
lebih berhak kepada ibunya.’® Sementara itu, pengasuhan bagi anak yang sudah
mumayyiz yakni dapat membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau ia
dapat berbakti sebagaimana seharusnya seorang anak kepada orang tua, maka
si anak berhak untuk memilih dengan kehendaknya sendiri, ayah atau ibunya
yang mendapatkan hak asuhnya.™

Terlepas dari pihak mana yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak,
baik ayah ataupun ibu, hukum Islam juga memberikan pengasuhan anak pasca
perceraian dengan sistem sole custody. Melihat hal ini, aturan yang
menerangkan pengasuhan anak pasca perceraian orang tua dinilai selaras antara
hukum positif maupun’dalam’ hukum Islam yang/sama-sama menerapkan
pengasuhan dengan sistem sole custody. Hal yang biasanya menjadi konflik
adalah siapa yang lebih berhak untuk memperoleh hak asuh tersebut, apakah

ayah atau ibu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, hak asuh anak

® Imam Abu Dawid, Sunan Abi Dawid, him. 490, hadis nomor 2276, “Kitab At-Talaq,”
“Bab Man Ahaqqu bil al-Walad.” Hadis dari Abdullah bin ‘Amr, menurut Al-Hakim kedudukan
hadis tersebut shahih sanadnya.

10 Satria Effendi M.Zein, Analisis Yurisprudensi: tentang Hadanah (Pemeliharaan Anak)
(Jakarta: Yayasan Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1995), hlm. 251.

1 M.Zein, Analisis Yurisprudensi: tentang Hadanah (Pemeliharaan Anak), hlm. 252.



tidak hanya perihal menetapkan hak asuh anak kepada salah satu orang tua saja.
Hak asuh anak juga dapat ditetapkan pada kedua-duanya.

Penetapan hak asuh anak pasca perceraian kepada kedua orang tua
disebut dengan istilah joint custody. Joint custody di Indonesia telah diterapkan
dalam beberapa putusan pengadilan, walaupun secara yuridis hak asuh anak
diatur dengan sistem sole custody. Beberapa putusan tersebut diantaranya
adalah  putusan  Pengadilan Agama  Gedong  Tataan = Nomor
334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor
646/Pdt.G/2020/PA.Blk, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor
1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
1633/Pdt.G/2025/PA.Jt.

Putusan mengenai joint custody tersebut merupakan putusan yang
berdasarkan pada gugatan hak asuh anak, di mana anak yang dipersengketakan
adalah anak yang belum mumayyiz. Para pihak dalam perkara-perkara tersebut
memohon agar pasca perceraian, hak asuh anak jatuh pada salah satu dari kedua
belah pihak. Namun ternyata majelis hakim memiliki pertimbangan lainnya,
sehingga majelis hakim menetapkan hak asuh anak dengan sistem joint custody.
Hal ini menandakan bahwa majelis hakim memiliki bentuk pertimbangan
lainnya, yakni menimbang pada aspek-aspek di luar aspek yuridis.

Putusan joint custody ini merupakan putusan yang menarik, karena
model pengasuhan dengan sistem joint custody belum diatur secara resmi baik
dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya. Hukum positif dan

hukum Islam pada dasarnya mengatur pengasuhan anak dengan sistem tunggal



yakni hak asuh diberikan kepada satu pihak saja. Namun dalam praktiknya,
majelis hakim dapat menetapkan hak asuh dengan sistem joint custody
berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penelitian terhadap
putusan-putusan tentang joint custody ini penting dilakukan guna menganalisis
bentuk pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan
sistem joint custody, dengan pertimbangan bahwa majelis hakim dalam
menetapkan hak asuh anak ini telah melakukan sebuah terobosan hukum.

Menimbang dasar argumen hukum tersebut, analisis pada penelitian ini
terfokus pada pertimbangan hukum hakim untuk menganalisis bentuk
progresivitas dalam ke-empat putusan pengadilan yang menjadi objek dalam
penelitian ini. Putusan pengadilan yang digunakan dalam penelitian ini
memiliki rentang waktu yang berbeda dan lokasi pengadilan yang berbeda. Hal
ini bertujuan untuk menunjukkan pola progresivitas dan juga menunjukkan
konsistensi hakim dalam memutus perkara hak asuh anak dengan sistem joint
custody.

Analisis ini didukung' dengan menggunakan teori hukum progresif
yang dikemukakan ' oleh .Satcipto Rahardjo untuk menganalisis berbagai
pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam|memutus joint custody.
Menimbang pada sebuah konsep progresivitas hukum dalam putusan joint
custody, maka analisis terhadap pertimbangan hukum juga dilakukan dengan
menggunakan perspektif maslahah mursalah. Pada analisis ini, teori-teori

maslahah mursalah yang relevan dengan fokus kajian digunakan sebagai pisau



analisis untuk menggali pertimbangan maslahah yang dipertimbangkan oleh

hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan sistem joint custody.

. Rumusan Masalah

. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan hak asuh anak

dengan sistem joint custody?
Bagaimana bentuk progresivitas dan perspektif maslahah mursalah yang
digunakan dalam putusan hak asuh anak dengan sistem joint custody

tersebut?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam sebuah penelitian pada dasarnya adalah untuk menjawab

masalah dalam penelitian, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk:

1.

Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan hak asuh anak
dengan sistem joint custody.
Menganalisis bentuk progresivitas dan perspektif maslahah mursalah yang

digunakan dalam putusan hak asuh anak dengan sistem joint custody.

. Kegunaan Penelitian

1.

Kegunaan secara Teoritik

Penelitian mengenai joint custody ini pada dasarnya merupakan
sebuah inisiasi pengembangan keilmuan di bidang hukum keluarga yakni
mengenai pengasuhan anak. Namun lebih dari itu, penelitian ini juga dapat
dipergunakan sebagai bahan kajian bersama, terutama di bidang akademis

untuk dapat menggali lebih dalam lagi terkait dengan hak asuh anak. Hal ini



akan mendorong penerapan dari teori pengasuhan anak yang lebih adaptif
dan relevan bagi anak dan kedua orang tua, sehingga dapat menghasilkan
dampak yang positif.
2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian tentang joint custody ini merupakan suatu bentuk
penelitian ilmiah tentang praktik penetapan joint custody di pengadilan,
sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim untuk
memutuskan perkara hak asuh anak di pengadilan atau menjadi bahan
pertimbangan bagi kedua orang tua yang bersepakat untuk menerapkan
konsep joint custody. Penelitian tentang joint custody ini juga diharapkan
dapat menjadi bagian dari referensi penelitian selanjutnya dan menjadi salah
satu pertimbangan bagi proses perumusan hukum positif di masa mendatang

terutama yang berkaitan dengan hak asuh anak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi salah satu bagian penting dalam sebuah
penelitian: guna ;mempetkuat argumen penelitian: dan menghindari terjadinya
kesamaan penelitian dengan penelitian yang serupa. Telaah pustaka menyajikan
hasil penelitian berupa disertasi, tesis, dan juga artikel jurnal yang memiliki
kesesuaian tema dengan penelitian yang dilakukan. Dalam menelusuri
penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang relevan
dengan penelitian ini seperti penelitian tentang hak asuh anak dalam persepktif
hukum progresif, hak asuh anak perspektif masiahah mursalah, dan joint

custody.
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Penelitian terkait dengan hak asuh anak perspektif hukum progresif,
menyoroti perbandingan praktik penetapan hak asuh anak di pengadilan agama
dan di pengadilan negeri. Praktik penetapan di pengadilan agama, majelis
hakim cenderung menggabungkan pertimbangan antara hukum positif dan
hukum Islam, yakni menetapkan hak asuh anak kepada ibu, walaupun dalam
beberapa kasus ada yang ditetapkan kepada ayah karena menimbang kedekatan
antara ayah dengan anak. Sedangkan di pengadilan negeri, cenderung lebih
progresif dengan menimbang pada aspek non yuridis seperti kedekatan orang
tua dengan anak, kesejahteraan anak, maupun tradisi setempat.*?

Penelitian tentang hak asuh anak selanjutnya, membahas tentang hak
asuh anak setelah perceraian yang ditetapkan kepada salah satu pihak yakni
ayah, dengan alasan bahwa ibu telah berpindah agama. Penelitian ini mengkaji
masalah tersebut dengan perspektif hukum progresif. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa penetapan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan
Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Ming bertentangan dengan
ketentuan. dalam KHI'yang semestinya memberikan hak asuhnya kepada ibu.
Keputusan majelis untuk memberikan hak asuh anak kepada ayah dilatar
belakangi ‘oleh ‘'sebuah kondisi® di mana ‘ibu telah pindah agama. Namun
sebenarnya, dalam hukum positif di Indonesia perihal keluarnya seseorang dari

agama hanya dapat dijadikan alasan pada perceraian ataupun masalah waris,

12 Hanifah Salma Muhammad, “Progresivitas Putusan Mengenai Sengketa Hak Asuh Anak:
(Studi Komparasi Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)”, Tesis, (UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2024).
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dan tidak berkaitan dengan hak asuh anak. Maka demikian, kedudukan ibu tetap
dapat menjadi pemegang hak asuh anak walaupun telah berpindah agama.*

Penelitian mengenai hak asuh anak persepktif hukum progresif secara
umum menekankan hal yang sama yakni berusaha untuk mempertimbangkan
sisi lain untuk dapat mengesampingkan aturan hukum yang ada karena dinilai
kurang relevan dalam memberikan manfaat. Hal ini sebagaimana dalam artikel
penelitian yang membahas tentang hak asuh anak oleh ayah perspektif
positivisme hukum dan hukum progresif. Hasilnya, bahwa putusan hak asuh
anak yang menetapkan ayah sebagai pemilik hak asuh anak telah sesuai dengan
makna dan rumusan undang-undang. Hal ini karena majelis hakim
mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan orang tua. Sementara itu,
aturan dalam Pasal 105 KHI yang mengatur hak asuh anak adalah hak ibunya
pada umur tertentu, bukanlah suatu aturan mutlak sebab hal utama yang harus
dipertimbangkan adalah kepentingan anak.*

Selaras dengan penelitian tersebut, dalam artikel penelitian lain juga
dibahas mengenai ketidaksinkronan aturan hak asuh anak dengan praktik yang
dilakukan. Hal.ini karena dalam praktiknya, terdapat hakim yang menerapkan
mazhab positivism dan ada hakim yang menerapkan mazhab progresif. Selain
itu, perbedaan penafsiran hakim, kemudian adanya aspek non-yuridis seperti

HAM, gender, atau maslahah mursalah, menyebabkan terjadinya disparitas

13 Haris Gus Dewanta, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dari Ibu yang Telah Berpindah
Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1137/Pdt.G/2012/PA.Mlg)”, Tesis,
(Universitas Brawijaya, 2018).

14 Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, dan Burhanuddin Susamto, “Pemberian Hak Asuh
Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif,” Fundamental: Jurnal Iimiah
Hukum 12, no. 2 (2023): 535-536.
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putusan hakim dalam menentukan pihak mana yang berhak memperoleh hak
asuh anak.” Begitu pula dalam artikel penelitian yang disusun oleh Markus
Sihombing dan Nurbaiti, di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat perbedaan
penafsiran pada norma perlindungan anak dalam setiap tingkat pengadilan.
Pada pengadilan tingkat banding, hakim menetapkan anak untuk berada dalam
asuhan ibu, walaupun anak tersebut sudah mumayyiz dan telah menyatakan
pendapatnya untuk diasuh oleh ayahnya. Putusan banding ini, menerapkan hal
yang berbeda dari putusan pengadilan tingkat pertama dan juga kasasi.*

Selain penelitian yang membahas tentang hak asuh anak perspektif
hukum progresif, terdapat pula penelitian yang mengkaji masalah hak asuh anak
dalam perspektif maslahah mursalah. Pada sebuah kajian tesis yang disusun
oleh Ahmad Fikri Habibie Asyaf, pelaksanaan hasil putusan hak asuh anak pada
putusan Nomor 292/Pdt.G/2019/PTA.bdg mengalami banyak tantangan.
Tantangan tersebut diantaranya adalah tidak kooperatifnya pihak tergugat untuk
melaksanakan amar putusan dan kegagalan pihak pengadilan dalam
menjembatani para pihak untuk melaksanakan amar‘putusan dengan baik dan
sesuai tanpa membahayakan keselamatan anak. Dalam perspektif maslahah
mursalah, 'praktik eksekusi’ putusan ini telah mengesampingkan prinsip al-

daruriyyah berupa melindungi keselamatan jasmani dan rohani si anak."”

> Hayatun Nufus, Ahmad Munawir, dan Husniatul Jauhariyah, “Perbedaan Putusan Hak
Asuh Anak Pascaperceraian Di Mahkamah Agung,” Hukama (Jurnal Hukum Islam) 2, no. 2 (2023):
69-70.

16 Markus Sihombing dan Nurbaiti, “Analisis Putusan Hukum tentang Hak Asuh Anak
Pasca Perceraian Perspektif Undang — Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” Arus
Jurnal Sosial dan Humaniora 5, no. 2 (2025): 1865-66.

17 Ahmad Fikri Habibie Asyaf, “Pelaksanaan Eksekusi Hadanah Perspektif Perlindungan
Anak dan Maslahah Mursalah”, Tesis, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).
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Berbeda dengan penelitian tesis yang membahas tentang maslahah
dalam eksekusi putusan hak asuh anak tersebut, penelitian tesis yang disusun
oleh Alfi Nurzikri dan Nora Eka Putri membahas perihal hak asuh anak oleh
salah satu pihak yakni ayah. Hasilnya, bahwa majelis ketika menetapkan hak
asuh anak kepada salah satu pihak yakni ayah, mempertimbangkan hal-hal yang
bersifat administratif dan hal-hal yang bersifat substantif. Pada pertimbangan
substantif, hakim mendasarkannya pada sisi kemaslahatan anak, sebagaimana
dalam teori maslahah mursalah.*® Majelis hakim, dalam menetapkan hak asuh
kepada ayah pada dasarnya adalah dengan mengesampingkan undang-undang
yakni Pasal 105 KHI yang menjadi suatu bentuk representasi dari hukum
progresif. Mengesampingkan undang-undang (contra legem) yang dimaksud
adalah dengan menimbang pada unsur maslahah dan prinsip the best interest of
child

Dalam sebuah artikel penelitian yang membahas hak asuh anak,
disebutkan bahwa majelis ketika menetapkan hak asuh anak tidak hanya
menimbang pada aspek yuridis saja tetapi juga menimbang pada kemaslahatan
dan kebaikan ‘anak. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan hasil putusan hak
asuh anak,‘yang normanya‘dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan, karena

tindakan pemaksaan terhadap anak dapat berakibat buruk yang tentu tidak

18 Alfi Nurzikri, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor
2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Penentuan Hak Asuh Anak Perspektif Maslahah”, Tesis (UIN
Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

19 Nora Eka Putri, “Hak Hadanah pada Ayah (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)”,
Tesis (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
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sejalan dengan prinsip kebaikan dan kemaslahatan anak.”® Selaras dengan hal
ini, dalam sebuah artikel penelitian yang membahas hak asuh anak juga
dijelaskan bahwa hak asuh anak yang dilimpahkan ke pihak ayah adalah atas
dasar pertimbangan pada maslahah mursalah yakni dengan melihat pada
pemenuhan kebutuhan anak seperti natkah anak, pertumbuhan dan pendidikan
anak, dan demi menjaga lima kemaslahatan pokok yakni menjaga agama, jiwa,
akal, keturunan, harga diri dan harta.*

Penelitian-penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya pada
hakikatnya membahas tentang penetapan hak asuh anak yang kepada ayah atau
ibu dan penerapannya dalam berbagai perspektif. Penelitian selanjutnya adalah
penelitian yang fokus membahas perihal penetapan hak asuh anak melalui
sistem joint custody. Dalam salah satu putusan hak asuh anak melalui sistem
joint custody, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan
pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan
diskresi terhadap tafsir Pasal 105 KHI dan aturan-aturan dalam hukum Islam.
Selain itn, majelis hakim juga mempertimbangkan ‘asas kepentingan terbaik

anak dan mencegah konflik berkepanjangan orang tua. Hal ini sesuai dengan

20 Nurul Huda dan Jayusman, “Persfektif Maslahah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada
Putusan Perkara Nomor : 1376/Pdt.g/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu
Kandung,” Ijitimaiyya : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 14, no. 2 (2021): 271.

21 Miskari dan Hendra Gunawan, “Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab
Perceraian di Pengadilan Agama Mempawah: Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/PA.Mpw
dalam Perspektif Maslahah,” Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
7,n0.2 (2021): 276.
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teori hukum keseimbangan dan kepentingan Roscoe Pound serta maqashid
syari’ah.”?

Dalam penelitian lainnya yang mengkaji beberapa putusan tentang joint
custody, disebutkan bahwa hakim dalam menetapkan hak asuh anak dengan
sistem joint custody tidak melandaskan pada pasal dalam KHI melainkan pada
prinsip the best interest of child yang menjadi sebuah bentuk penafsiran dan
penerapan hakim terhadap Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan
Anak.?® Selanjutnya dalam artikel penelitian yang disusun oleh M. Natsir
Asnawi, disebutkan bahwasannya joint custody merupakan tawaran konsep hak
asuh yang menarik karena menjadi solusi dari adanya perbedaan hakim dalam
memutuskan hak asuh anak dengan sistem sole custody. Selain itu, pengasuhan
bersama juga tidak hanya fokus pada mewujudkan kepentingan si anak tetapi
juga meneckankan betapa pentingnya peran kedua orang tua untuk terlibat.?*
Dalam kajian lainnya, Meliani dan Indra Budi Jaya mengkaji tentang norma
hukum dan konsep penerapan sistem hak asuh dalam putusan joint custody
dengan menggunakan-teori hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam
artikelnya disebutkan bahwa konsep joint custody merupakan sebuah bentuk
transformasi hukum terhadap bentuk pengasuhan sebelumnya yakni hak asuh

melalui sistem tunggal (sole custody). Sementara itu, hak asuh bersama (joint

2 Masriah Hi. Salasa, “Implementasi Pola Pengasuhan Bersama dalam Putusan
0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan
Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran),” Tesis (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

3 Moh. Igbal Rifki Maulana dan Melani Intan Safitri, “Pemberian Hak Asuh Bersama
dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia: Perspektif Maslahah Mursalah,” Al-
Rasikh 13, no. 01 (2024): 109.

24 M. Natsir Asnawi, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam
Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak,” Al-gtishadiyah 5,no. 1 (2019): 75.
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custody) yang diterapkan di Indonesia berupa konsep pembagian hak asuh
fisik/waktu tinggal dan pengaturan terkait dengan tanggung jawab masing-

masing, di mana keduanya menyesuaikan kepentingan anak.?

F. Kerangka Teoritik

1. Hukum Progresif dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Teori hukum progresif merupakan sebuah teori hukum yang
menggagas pembaharuan cara pandang dalam mengatasi kelemahan hukum
di Indonesia.?® Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Prof. Satjipto
Rahardjo. Menurutnya, penegakkan hukum progresif tidak hanya berpacu
pada kata-kata dari sebuah peraturan (according to the letter), melainkan
lebih pada makna yang mendalam yang harus digali dari sebuah konstitusi
atau hukum (o very meaning).”’ Hukum dalam teori progresif dipandang
sebagai sebuah akses untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
manusia, sehingga keberadaannya bukan hanya sekadar teks undah-undang,
namun lebih pada penggalian makna untuk mendapatkan keadilan dan
kesejahteraan yang dimaksud tersebut!

Prinsip dasar dalam hukum progresif'adalah adanya sebuah konsep
pembebasan hukum, bahwasannya hukum ditujukan untuk manusia dan

bukanlah sebaliknya yakni manusia untuk hukum, sehingga keberadaan

% Meliani dan Jaya, “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur :
Analisis Norma Hukum,” 65.

% Ahmad Faisal, “Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,” International
Journal of Cross Knowledge 1,no. 2 (2023): 321.

%7 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2009), hlm. xiii.
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hukum menjadi lebih luas mencakup sebuah martabat manusia, kesenangan,
kemakmuran, dan kehormatan manusia.?® Dasar pemikiran dari prinsip ini
mengantarkan pada sebuah tujuan dari hukum progresif yakni untuk
mencapai perubahan sosial, humanisme, dan keadilan substantif. Orientasi
pada pemikiran hukum progresif ini tidak lain berani untuk melampaui
hukum positif demi nilai-nilai keadilan yang tumbuh di masyarakat,
sehingga pada metode penerapannya, hakim bisa melakukan terobosan
hukum dari teks undang-undang apabila penerapan teks undang-undang
tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan.

Hukum yang progresif adalah hukum yang melepaskan dalam
memunculkan ide gagasan maupun dalam melakukan aksi nyata, sehingga
hukum tersebut diharapakan dapat berjalan sebagaimana semestinya dengan
tujuan pengabdian kepada manusia sebagai individu dan rasa humanisme
itu sendiri. Dalam penerapan hukum progresif, tidak ada rancangan atau
skenario tertentu untuk berpihak dalam menegakkan hukum, karena bahkan
hukum yang diterapkan dapat berbeda dengan teks hukum asalkan keadilan
dan kesejahteraan bagi semua manusia dapat tercapai.”’ Hukum ialah
sebuah’ institusi yang ‘bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang
sangat kaku. Selain itu, hukum selalu hidup dengan prinsip “law in the

making”, sehingga sifatnya tidaklah definitif.

28 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 154.
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan (Surakarta:
Muhammadiyah Press University, 2004), hlm. 17.
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Menurut Satjipto Rahardjo terdapat 4 prinsip sebagai hukum yang
progresif yakni:*

a. Tujuan akhir yang dicita-citakan adalah berupa kesejahteraan dan
kebahagiaan manusia.

b. Berlandaskan pada sisi humanisme yang tinggi.

c. Hukum progresif adalah hukum yang melepaskan, mencakup apa saja
yang berkaitan dengan teori dan juga tindakan nyata.

d. Bersifat kritis dan fungsional dalam memandang segala sesuatu, serta
berusaha untuk selalu responsif terhadap kekurangan-kekurangan yang
ada untuk menemukan solusi dan membawa pada arah yang lebih baik.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan dalam
penelitian tesis ini sebagai pisau analisis untuk menganalisa progresivitas
hukum dari sebuah putusan hakim yang menetapkan hak asuh anak dengan
sistem joint custody. Sebagaimana diketahui dalam hukum positif, hak asuh
anak setelah perceraian meganut prinsip secara tunggal atau dengan sistem

sole custody. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengisyaratkan bahwa kedua orang

tua wajib/melakukan pengasuhan - anak pasca perceraiannya. Begitu pula

sebagaimana diatur dalam Pasal 105 jo. Pasal 156 KHI, bahwa hak asuh
bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sementara bagi anak

yang sudah mumayyiz diberikan pada pihak yang dipilih oleh anak tersebut.

30 Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan,” Jurnal Hukum
Progresif'1,no. 1 (2005): 1.
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Putusan hakim yang menetapkan hak asuh anak dengan sistem joint
custody, mengindikasikan bahwa majelis hakim tidak cukup menimbang
pada teks undang-undang saja, namun majelis hakim memiliki
pertimbangan hukum lain yang dinilai lebih menimbulkan keadilan dan
kebermanfaatan. Teori hukum progresif dielaborasikan dalam analisis
penelitian tesis ini, karena menimbang pada hipotesa penelitian bahwa
majelis hakim melakukan terobosan hukum untuk memberikan pengasuhan
dengan sistem joint custody. Mengingat bahwa sistem hukum di Indonesia
saat ini masih menggunakan sistem sole custody setelah perceraian, pilihan
pengasuhan terhadap joint custody juga merupakan suatu bentuk
progresivitas konsep pengasuhan anak.

2. Maslahah Mursalah sebagai Pertimbangan dalam Terobosan Hukum

Maslahah mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak
ditetapkan oleh syara’ dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang
menyuruh mengambil atau menolaknya.®® Maslahah mursalah sebagai
pertimbangan dalam melakukan terobosan hukum;banyak diinterpretasikan
oleh Ibnu Taimiyyah dalam beberapa kasus.*?. Maslahah mursalah oleh
Ibnu “Taimiyyah' disebut sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu

putusan hukum.** Pada metode ini, mujtahid mempertimbangkan suatu

31 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, alih bahasa Halimuddin, cet. ke-5 (Jakarta:
Rineka Cipta, 2005), hlm. 98.

32 Felicitas Opwis, Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal
Change from the 4th/10th to 8th/14th Century (Leiden: Koninkliijke Brill NV, 2010), hlm. 186.

33 Taq1 al-Din Abii al-‘ Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn ‘ Abd al-Salam ibn Muhammad
ibn ‘Abd Allah ibn Ab1 Qasim, Majmii ‘at Al-Rasd’il wa-I-Masa'il, ed. oleh Muhammad Rashid
Rida, 5 ed. (Mekah: Dar al-Baz li-1-Nashr wa-1-Tawzi, 1976), hlm. 22.
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perbuatan tertentu untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar tanpa
adanya larangan hukum.

Dalam hal terjadi pertentangan antara maslahah dan mafsadah,
maka aspek yang lebih dominan tersebut yang menentukan putusan
terhadap suatu perkara.** Ibnu Taimiyyah menganggap maslahah mursalah
sebagai prinsip panduan untuk menetapkan hukum dan menggunakan
pertimbangan secara substansial. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan
manfaat bagi seseorang, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak ada
bukti yang bertentangan dalam sumber-sumber hukum.*

Sesuatu yang bertentangan dalam sumber hukum adalah apabila hal
tersebut dilarang atau dianggap sebagai suatu perbuatan tercela oleh nash.
Namun, apabila hal tersebut dalam suatu kasus berhadapan dengan kriteria
kebutuhan (haja), maka pertimbangan maslahah dapat menjadikan larangan
tersebut menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ibnu Taimiyyah tidak
mengklasifikasikan maslahah mursalah dalam tingkatan-tingkatan tertentu
dan tidak pula mendefinisikan maslahah atauv mafsadah secara konkret,
kecuali mengaitkannya dengan yang baik (hasan) dan yang buruk (gabih).3®

Baik ' (hasan) merupakan kebenaran, kejujuran, kemanfaatan, maslahah,

34 Taq1 al-Din Abu al-‘ Abbas Ahmad ibn ‘Abd al-Halim ibn ‘ Abd al-Salam ibn Muhammad
ibn ‘Abd Allah ibn Abi Qasim, Al-Qawa ‘id Al-Nuraniyya Al-Fighiyya, ed. oleh Muhammad Hamid
Al-Fiq1 (Kairo: Matba‘at Al-Sunna Al-Muhammadiyya, 1951), hlm. 132.

3 Opwis, Maslaha and the Purpose of the Law: Islamic Discourse on Legal Change from
the 4th/10th to 8th/14th Century, hlm. 185.

3 Jbid.
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kebijaksanaan, dan kebenaran, sementara buruk (gabih) merupakan
kebohongan, tipu daya, merugikan, mafsadah, kebodohan, dan kesalahan.*

Dalam pendapatnya, Ibnu Taimiyyah mengutarakan bahwa untuk
mengetahui baik dan buruk adalah melalui akal. Akal merupakan alat untuk
membedakan kebenaran, kebohongan, maslahah, mafsadah, kemanfaatan,
kerugian, dan lainnya. Sesuatu dikategorikan sebagai kebenaran, karena
sifatnya yang bermanfaat (nafi ‘), dengan mencapai berkah, kesenangan, dan
kebahagiaan. Begitu pula dengan kebatilan yakni merupakan segala sesuatu
yang tidak bermanfaat karena tidak memiliki manfaat yang dominan atau
murni, menimbulkan kerugian yang lebih besar dari manfaat, serta
menimbulkan kesenangan palsu atau sesuatu yang dilarang oleh Allah dan
rasul-Nya.®

Membahas mengenai supremasi maslahah mursalah, At-Tufi
memaknai maslahah mursalah sebagai suatu luapan terkait sebab yang
membawa kepada tujuan syara’ dalam ibadah atau adat.®* Penggunaan
maslahah mursalah diutamakan ketika terjadi-pertentangan antara nash dan
ijma’. Namun hal ini terbatas hanya pada permasalahan dalam lingkup adat,
muamalah, dan lainnya yang tidak betkaitan dengan aspek ibadah. Hal
tersebut karena aspek ibadah pada dasarnya merupakan hak syara’ yang

tidak diketahui cara menentukan maslahahnya.*

37 Taq, al-Din, Majmii ‘at Al-Rasa il wa-I-Masa’il, hlm. 28.

38 Jbid., hlm. 25-26.

39 Najm al-Din al-Tufi, A~-Ta’yin fi Sharh al-Arba’in (Bayrit: Mu'assasah Ar-Rayyan,
1998), hlm. 239.

0 JIbid., him. 241.
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At-Thufi mengemukakan bahwa maslahah mursalah memiliki
empat asas.*’ Asas pertama adalah kebebasan akal dalam mengetahui
maslahah dan mafsadah. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Ibnu
Taimiyyah bahwa akal secara mandiri dapat mengetahui mana kebaikan dan
mana keburukan, namun menurut At-Tufi, otoritas penggunaan akal ini
hanya berlaku pada bidang muamalah dan adat saja. Selanjutnya, asas yang
kedua adalah maslahah mursalah merupakan dalil syara’ yang mandiri
tanpa bergantung pada nash. At-Tufi berpendapat bahwa untuk
mengungkapkan sebuah maslahah terhadap sesuatu cukup dengan adat dan
eksperimen saja tanpa memerlukan petunjuk dari nash. Hal ini melengkapi
asas yang pertama terkait dengan komponen maslahah mursalah yakni
sesuatu yang baik dan buruk menurut akal dan dilengkapi dengan adat atau
hasil eksperimen.*

Asas maslahah mursalah yang ketiga adalah mengenai kedudukan
maslahah mursalah. Maslahah mursalah hanya dapat dijadikan dalil
apabila hanya-dalam aspek muamalah 'dan adat'saja, bukan dalam aspek
ibadah maupun muqoddarot. Selanjutnya, asas yang terakhir adalah terkait
dengan kekuatan maslahah mursalah sebagai dalil. Dalam pandangan At-
Tufi, maslahah mursalah ialah dalil syara’ yang paling kuat, karena

kedudukannya dimufakati bahkan oleh pihak-pihak yang menentang ijma.*

4 Tbrahim Hosen, Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam
Muhammad Wahyu Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Paramadina, 1995), him. 254.

42 Suwarjin, Ushul Figh, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 147.

4 Hosen, Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam, dalam Muhammad
Wahyu Nafis, Kontekstualisasi Ajaran Islam, hlm. 254.
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Teori maslahah mursalah dalam penelitian ini akan digunakan
sebagai pisau analisis dalam meneliti pertimbangan hukum hakim yang
memberi putusan pada perkara hak asuh anak dengan sistem joint custody.
Hal ini sebagaimana dalam hipotesa penelitian, bahwa majelis hakim
mengambil langkah terobosan hukum untuk memutuskan perkara hak asuh
anak. Teori maslahah mursalah oleh Tbnu Taimiyyah, digunakan dalam
menganalisis bentuk pertimbangan hukum hakim ketika menimbang
kepentingan lain di luar teks undang-undang. Selain itu, peneliti juga
menimbang bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang membahas
progresivitas hukum dalam hak asuh anak, sehingga untuk melengkapi teori
hukum progresif, peneliti juga menggunakan teori maslahah mursalah oleh
At-Tufi dengan dasar bahwa konsep maslahah mursalah At-Tufi menjadi

salah satu bentuk progresivitas dalam hukum Islam.*
G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (/ibrary research).
Penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui pengumpulan data dan
keterangan ~ yang  dibutuhkan untuk kepentingan penelitian dengan
menggunakan sumber pustaka.** Data dan sumber pustaka yang

dikumpulkan berupa dokumen pengadilan tentang joint custody diantaranya

4 Sarifudin, “Hukum Islam Progresif: Tawaran Teori Maslahat At-Thufi sebagai
Epistemologi untuk Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia,” Jurnal Wawasan Yuridika 3, no.
2(2019): 138.

4 Evanirosa dkk., Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) (Bandung: Media
Sains Indonesia, 2022), him. 59.
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putusan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, Nomor 646/Pdt.G/2020/PA .Blk,
Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr, dan 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. Selain itu,
terdapat pula peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan
website yang berisikan data atau informasi tentang hak asuh anak dan teori
terkait.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang
bersifat mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, faktual,
dan akurat tentang permasalahan penegakkan hukum, untuk kemudian
menelaah, menjelaskan dan menganalisis dengan menggunakan teori,
konsep, dan norma hukum tertentu.*® Penelitian deskriptif analitis
digunakan dalam mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim pada
putusan joint custody untuk mendapatkan fakta hukum yang menjadi dasar
putusan hakim. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terkait dengan
progresivitas dan perspektif maslahah mursalah pada putusan joint custody
tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang didukung oleh
pendekatan yuridis normatif serta pendekatan konseptual. Pendekatan kasus
merupakan suatu cara untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah

hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama perihal kasus yang

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), him. 10.
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telah diputus (yurisprudensi).”” Pendekatan kasus digunakan sebagai
pendekatan utama dengan pertimbangan bahwa joint custody merupakan
sebuah konsep pengasuhan yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum
positif, sehingga konstruksi hukumnya dibangun melalui putusan hakim.
Pendekatan kasus dalam hal ini fokus pada analisis pertimbangan hukum
hakim dalam menetapkan konsep pengasuhan joint custody, termasuk
indikasi progresivitas hukum dalam praktik peradilan tersebut dan juga
penerapan prinsip maslahah pada putusan.

Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual digunakan
sebagai pendekatan penunjang serta penguat untuk melengkapi analisis
terhadap konsep progresivitas pada putusan joint custody. Pendekatan
yuridis normatif, digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undangan dan regulasi terkait dengan suatu isu hukum tertentu.*® Dalam hal
ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait dengan hak asuh anak,
diantaranya yakni pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-
Undang Perlindungan Anak, dan KHI. Pendekatan yuridis.normatif penting
sebagai Kkerangka normatif untuk ‘menganalisis ‘bagaimana hakim
memposisikan hukum positif pada perkara joint custody. Sementara itu,

pendekatan konspetual digunakan sebagai pendekatan penguat untuk

47 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia
Publishing, 2005), hlm. 268.
48 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.
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membangun landasan teori terutama terkait dengan joint custody, karena
Jjoint custody belum diatur secara tegas dalam hukum positif.
Sumber Data Penelitian
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data
kualitatif. Adapun data penelitian terbagi menjadi bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder, diantaranya adalah:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari tiga putusan
pengadilan tentang joint custody dengan tahun yang berbeda, yakni
putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/PA.Ckr,
putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk
dan  putusan  Pengadilan ~ Agama  Gedongtataan =~ Nomor
334/Pdt.G/2019/PA.Gdt. Selain itu, sebagai bahan hukum primer
digunakan pula pasal-pasal yang mengatur tentang hak asuh anak dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubaban atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum
Islam /(KHI), " Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi

tentang Hak-hak Anak).
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b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam tesis ini berupa
buku- buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hak asuh anak dan
Jjoint custody. Selain itu, sebagai bahan hukum sekunder juga digunakan
pendapat-pendapat ahli hukum maupun pendapat dari pencetus teori
hukum progresif yakni Satcipto Rahardjo dan teori maslahah oleh Ibnu

Taimiyyah dan Najamuddin At-Tufi.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah dengan dokumentasi.
Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dari sumber-sumber
tersedia yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian seperti karya ilmiah,
buku, makalah, majalah, atau dokumen-dokumen resmi yang berkaitan
dengan kajian penelitian.*® Dalam tesis ini, data-data yang dikumpulkan
berupa dokumen atau berkas persidangan yakni putusan Pengadilan Agama
Gedong Tataan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, putusan Pengadilan
Agama Bulukumba Nomot 646/Pdt.G/2020/PA'BIk, putusan Pengadilan
Agama Cikarang Nomor 1393/Pdt.G/2024/P A.Ckr, dan putusan Pengadilan
Agama Jakartas Timur’ Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt sebagai bahan
penelitian primer. Kemudian buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-
undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian ini

juga dikumpulkan sebagai bahan penelitian sekunder.

49 Suharsimi Arikunto, Management Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), him. 144.
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6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik
analisis konten (content analysis) dengan cara berfikir deduktif. Analisis
konten digunakan guna menganalisis secara mendalam isi pertimbangan
hukum hakim serta menilai bentuk progresivitas hukum dan perspektif
maslahah mursalah dalam putusan hak asuh bersama. Peneliti
mengumpulkan data terlebih dahulu secara keseluruhan dan
mengkalisifikasikannya ke dalam bahan hukum primer dan sekunder,
kemudian melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut dengan
melakukan penarikkan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-
hal yang bersifat khusus. Analisis dilakukan dengan menarik suatu
kesimpulan dari konsep joint custody dan dan teori hukum berupa hukum
progresif dan maslahah mursalah terhadap penerapannya secara khusus

terhadap putusan joint custody tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Konsep dalam penelitian ini menggunakan sistempembagian bab dan
sub-bab untuk menghasilkan penelitian yang .sistematis. Pada setiap bab,
memiliki pembahasan masing-masing yang saling berkaitan dengan bab-bab
setelahnya. Pada bab satu disajikan pendahuluan yang dapat dirinci menjadi
beberapa sub-bab, diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode

penelitian penelitian, dan sistematika pembahasan.
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Pada bab dua, disajikan pembahasan tentang joint custody dalam
pembaharuan konsep hak asuh anak pasca perceraian. Bab ini fokus
menguraikan tentang teori-teori joint custody yang terbagi menjadi beberapa
sub-bab. Sub-bab pertama membahas tentang hak asuh anak perspektif hukum
Islam. Sub-bab kedua membahas terkait hak asuh anak perspektif hukum
positif. Sub-bab ketiga membahas joint custody sebagai alternatif pengasuhan
anak dengan fokus pembahasan pada konsep joint custody, pilar joint custody,
joint legal custody dan joint physical custody, serta joint custody di Indonesia.

Pada bab tiga, fokus kajian adalah analisis terhadap objek penelitian
yakni putusan tentang joint custody Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, putusan
Nomor 646/Pdt.G/2020/PA .BIk, putusan Nomor 1393/Pdt.G/2023/PA.Ckr, dan
putusan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt. Bab ini menyajikan pembahasan
tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut. Sub-bab pertama
mengulik terkait duduk perkara dari mulai gugatan hingga putusan. Sub-bab
kedua membahas tentang pertimbangan hakim terhadap joint custody, dan pada
sub-bab ketiga membahas tentang pertimbangan hakim terhadap joint physical
custody.

Pada bab empat, disajikan hasil analisis'yang lebihimendalam dari bab
sebelumnya. Bab ini menyajikan pembahasan tentang progresivitas hukum
pada pertimbangan hakim dalam putusan joint custody. Sub-bab pertama
membahas tentang Bentuk progresivitas hukum pada putusan joint custody.
Sub-bab ini membahas terkait dengan pertimbangan hakim terkait potensi

konflik orang tua pasca perceraian, pertimbangan terhadap prinsip kepentingan
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terbaik bagi anak, serta implikasi putusan joint custody terhadap pengembangan
hukum keluarga. Sub-bab kedua membahas tentang perspektif maslahah
mursalah dalam putusan joint custody yang terdiri dari pertimbangan terhadap
unsur kebaikan (hasan) dan keburukan (gabih) serta pertimbangan terhadap
praktik joint custody.

Pada bab lima, disajikan kesimpulan dan saran sebagai penutup. Sub-
bab pertama yakni kesimpulan, membahas tentang intisari dari hasil penelitian
yang telah dilakukan yakni terkait dengan pertimbangan hukum, serta bentuk
progresivitas dan perspektif maslahahnya. Sub-bab kedua yakni saran
penelitian. Saran diberikan berdasarkan pertimbangan pada hasil penelitian
diantaranya saran yang merujuk pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam
menetapkan hak asuh anak dengan joint custody, serta saran untuk penelitian
selanjutnya terkait dengan efektivitas penetapan joint custody berdasarkan

putusan hakim.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui analisis terhadap

putusan hakim tentang hak asuh anak dengan sistem joint custody, dapat

disimpulkan terkait dengan progresivitas hukum dalam putusan joint custody

tersebut, yakni:

1.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan joint custody Nomor
334/Pdt.G/2019/PA.Gdt, Nomor 664/Pdt.G/2020/PA.Blk, = Nomor
1393/Pdt.G/2024/PA Ckr, dan Nomor 1633/Pdt.G/2025/PA.Jt
menunjukkan adanya upaya progresivitas hukum oleh hakim. Majelis
hakim menghormati adanya hukum positif yang mengatur terkait hak asuh
anak dengan sistem sole custody, hal ini terlihat bahwa majelis hakim tetap
mempertimbangkan Pasal 105 Huruf (a) jo. Pasal 156 Huruf (a) KHI.
Namun, majelis hakim dengan menimbang pada fakta peristiwa dan fakta
hukum berusaha untuk memberikan putusan yang memiliki nilai keadilan
substantif. Melalui metode terobosan.” hukum, ~ majelis hakim
mempertimbangkan konsep pengasuhan joint physical custody dengan
menerapkan pembagian dalam jangka waktu pendek model harian terpisah
dan kedua orang tua masing-masing mendapatkan pembagian waktu untuk

mengasuh anak.
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2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan joint custody menunjukkan
bahwa majelis hakim dalam upaya progresifnya berusaha untuk mencari
keadilan yang sesungguhnya. Majelis hakim mempertimbangkan potensi
terjadinya konflik orang tua pasca perceraian dan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak. Pertimbangan tersebut digunakan sebagai bentuk
terobosan hukum dan penggalian makna lebih dalam terhadap dampak
pengasuhan sole custody dan joint custody. Majelis hakim menimbang
bahwa pengasuhan sole custody dapat memicu konflik orang tua dan
menimbulkan dampak buruk terhadap tumbuh kembang anak. Dalam
perspektif maslahah mursalah, pertimbangan pengasuhan sole custody
terdapat banyak keburukan (qabih) yang ditimbulkan, sedangkan joint
custody dinilai dapat memperbaiki sistem sole custody sehingga lebih
menimbulkan kebaikan (hasan). Menimbang maslahah yang ditimbulkan
pada joint custody lebih dominan dari pada sole custody, maka majelis
hakim mengambil langkah dengan menerapkan hak asuh anak melalui
sistem, joint custody. Pertimbangan maslahah terthadap joint custody ini
menjadi salah satu bentuk progresivitas hukum baik dalam hukum positif
maupun hukum Jslam? Hal ini dengan‘menimbang pada eksperimen atau
praktik joint custody yang telah sukses dilakukan di negara Amerika Serikat

dan juga Belanda.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal penting

mengenai penyelesaian sengketa hak asuh anak dengan joint custody yang dapat

menjadi catatan penelitian atau saran bagi penelitian selanjutnya, yakni:

1.

Joint custody pada dasarnya merupakan sebuah perencanaan dan
pembagian kerja atau waktu dalam pengasuhan anak pasca perceraian. Oleh
karena itu, joint custody membutuhkan bentuk kesepakatan dan kerja sama
dari kedua orang tua. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kasus
penetapan joint custody yang sebenarnya para pihak (penggugat dan
tergugat) tidak memohon untuk ditetapkan pengasuhan anak dengan sistem
Jjoint custody, majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih banyak aspek
lagi supaya joint custody dapat benar-benar diterapkan.

Joint custody merupakan bentuk pengasuhan yang didasari pada
kesepakatan bersama, sehingga kedua orang tua berada dalam ketersediaan
untuk melakukan pengasuhan anak secara bersama. Ketika joint custody
ditetapkan, namun-tidak 'dengan kesepakatan dart kedua orang tua, maka
dikhawatirkan joint custody tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana
yang | diharapkan. » Menimbang @ hal /ini, penelitian selanjutnya dapat
membahas lebih dalam mengenai efektivitas penetapan joint custody pada
pengasuhan anak pasca perceraian orang tua, terutama pada putusan-
putusan joint custody yang tidak berdasarkan pada sebuah perencanaan

sebelumnya.
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